PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT n
LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR [r TAHUN 1995
TENTANS
RENCANA UMUM TATA RUANG 4074 DEMBAN ¥EDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOQTATBUKDTA KECAMATAN ROWOKANGKUNG
TAHUN 199471965 .. 2Q0T /2004
ﬁ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MaHa £Sa
o BUPATI KEPALA DAERAH TINGEHAT 13 LUMATANG
Mernimbang Ta. bahwesa nartambulan daog perkanbangan Eota
meakgng&ung serlua  diarzhban dengan  suzty
funcans pengembanoan kots, datam rangkaz meeas-
ivdban  pemanfaztan Puang kota  yang serasi.,
Sesual dengan teblysbsanazn Fembangunan
Masional Azn Dzarahe
. b&hma untitk  itu, vencans pengembancan  MNotg
Rowokanglung  periu diiuangikzan  dalam suatu
Feraturan Dasrah sebagul pedomen dan landasan
hukum dalam pelakszszan REmh 2NgUNan .
,%}‘Merzgzngat oLy Undang-undang Moaory 50 Y zaun 1974 tentang
- Pokok-pokok Pemerintzban di Dawvrabhg
2. Undzno-undang  Nemor 12 Tahuo 1378¢ tentang
Pemben tub an Daerabh-daarzh  Kabupaten ralam
Linghurgan Propinsi Jaws Timuaryg
Z. Undang-undzng  Manar 9 Tahun o 1950 tantang
Pakol- Fololk Agrarviag
4. Undang--undany  Momwar 50 Tahun L9247 tentang
Fokok~-pokolk Eshutanan;
5. Undang-undanyg Noanor L1 Tahun 1947 tentang
Fetentuan-ketentuaun Polok Pertaambangany
: 6. Undang-undang  NMomor L1 Tahun 1973 tentang
Pengairany
7. Undang ondaing  Hhanos ) Vahun 1979 tentang
Fabal-polol Peserintahan Desag
= €. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang
Jalsng 2 tentang
E%éi% 9. Undang—-undang Nomor 4 ::h:Tngg::Saﬂ HidQbe; }”a

Ketentuan Pokok Pengelola

Dipindai dengan CamScanner
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Undang-undang Momor %  Tahun 1784 Eerntang
Ferinduetriang

Undang-undang  Homor 5 Tanun L1790 bentang
Kanservasi Sumbev bLays Glam Haysatl dan Ekos1s-
Laemnwvas

Undang-undang  copar 7 Tahun LG4 Fenbang

Hepariwmisataany

Undang=undang  Momor a4 Tahun VG592 tentang
Penatasn Ruangy

Peraturan Pemerintah MNomore 22 Tahwn L9ES
tentang Tata Cara Pepgabturan il

Poapaturan Famarinban Mowmor 23 Tabun 12Es
tentang lrigasly

PFearaturan Pemercintah  domor 26 Tahbun 1935
tontang Ja8iarg

Ferabturan Pemerincah  Momor 28 Tasun 1 9R5
ventang Perlindungan Hutang

Paeraturan ramerintalh  tomor 14 {amnun 1937

tentang Penverahar Ssbagian Urugan Pemeiinta-
han o1l Bidarng Pekerjsan Unun Eepads Daorvabyg
Peraturan Faemerintsh MNomor & Taown 1988 fern-

bang Moordinesi Fegiatan instansil Vertikal di

Peraturan Pemerintsh  Nomor 51 Tabun 1993
tenteng Analiste Deampsk Linghkungang

Feputusan Fresiden Momor 32 Tahun 1990 taentang

Fengelolaan Bawessan Lindung,

Meputusan Presiden Momor 332 Tahun 1991 Lantang

Fernagunaan Tansh Untuk Fawasan Industrig

Feputusan Presiden Nomor 8% Tahun 1992 tentang
fawasan Lndustrig

Feputusan Presiden MNomor 55 Tahun 1993 tentang

Pengadazn Taiian bagl Pelaksanaan Pembangunar

unftuk Fapencingan Umumg

Perazturan Menteri Dalam Negeri Nomor © T ahdits
1982 tentang Pedoman  Penvusunan Perencanaan
dan Pengendaliar FPeabarigunan of Deerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 2  Tsahun |
1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Hmtés.
keputusan Menteri Dalam Negeri Momor '550;658f"
Tahur 19685 tentang Metﬁpbugéan-rﬁencana ‘Kb§; :‘
untuk Umums T S

Dip'indait::léhgén CamSca’nnei’" ﬁ




28, Heputusan Menteri Dalam Megerti Momor 9% Tahun
1988 tentann Petunjuk Felakeganaan Feraturan
Mentert Dalam Negeri Momor @ Tahun 19873

29, keputuman Menteri Dalam Megeri Momor 84  Tahun

LF92  tentang Petuniuk Penyusunan Peraturan

Raerah Rencana Kotas

Keputusan Menteri Dalam HNegeri Momor 84 Tzhun

dzn

(4
L
L=
td

1993 tentang RBentuk FPeraturan paerzh
Peraturan Dasrah Farubahang

E1. Keputusan Menteri Dalam Negeiri Homor 15 Tabun
1993 tentang Pengundangan Feraturan zerah dan
stau  keputusan kepals Daerah lewat JTengoang
Waktu Fengeszahang

32. Instruksi Menteri Dzalam Megeri Momor 14 Tahun
1288 tentang Penatzan Ruang Tesrbuka Hijau  di

Wilavah Ferkobazng

(A
(@]

« Instruksi Mesnteri Dalam Negeri: Momor 7 Tzhun
1989 tenftang Pengsturan  dan Fengendzalian
Eecars Proposional Pembanouman Rumﬁh Tinagsl

di Wilavah Per katuan‘
4. Instruksi  Gubernur Eeﬁala Daeranh Tingkat 1
Jawa Timur Momor I Tahun 1950 tentang Penatazn

dan Pengendalian Tatz Ruangsg

Lo
o
L3

Perazturan Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat I
Lumzjzng NMomor 15 Tahun 1988 tentang Penetapan
Batzs Wilavah Kota dalam Kabupaten 02 erah
Tinglkat Tl Lumajangs

3&. Peraturan Dazerah Kabupaten Laersh Tingkat 11

38 : YT - Ch
3 Lumzjeng  Momor O3 Tahun 1992 tentang Rencana

Umum Tata Huang Ugerah Tingkab 11 Lumajangsy

7. Peraturan Daerah Fabupaten Dati 11 Lumajang

4 bentang Pola Dassr Femban-—
gunan  Daerah  hsbupaten Laerah

Homor 0Z Tahun 1949

Tingkat 11
Lumajang.

Z8. Peraturan Dasrah tabupaten Dati 11 Luma jan
Q

WW4 tentang Rancana Tats Ruanq
Wilayah Kabopaten LumaJang.

Momor 20 Tahun

Le i
nogan Persetuivan. Dewasn

Perwalilan 'Rékv +
- Rakyat
Dzerah Tingkat 11 Lumaang, i & :

 Daersh  Kabupater

“DuﬂndaidenganCamScanner



: MEMUTUS KAN
gﬁenetaphan v PERATURAN  DAERGH  RABUFATEN DARERAH  TINGHAT 11

LUM& T aNG TEMTANG  REMCANA Uik TaTA HUANEG  HOTA
DENGAN  EEDALAMAN REMCANA DETATL TATH RUANG  KOTA
TBUKDTA KECAMATAN ROWOEANGKUNME TAHUN 199471995 -~
2005 /2004
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yvang dimaksud dengsn g

a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumsjang;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkst

I1 Lumajangs

. Kepala Daarah, adzalah Bupati Kepalz Daerah Tingkat IT  Luma-—
yangs

d. Rencana Umum Tata Ruang ¥ota dengan kedalaman Hencana Letail
Tata Ruang Fota Ibukotsz chamatan Rownkzngkung yang sslanjui—
nys disebut Rencana Kots Rowokangkung, adalanh rencana pemant—
satan ruang Kots Rowokangkung, disusun secara  terinci urt bk
menijzga keserasian pembangunan antar wmektor, dalam  rangha
penviapan perwujadan ruang baol pelaksanaan program  paobangu
rnzn kotag

8. Rencana pemanfaatan ruwang kota, adalah  arahan pemantaszbtan

rueng Kotz yang menggambarkan lokasi intensitas tiap penggu

< 2

=

i@

! . baik wuntuk kegiztan fungsi primev dan fungsEl sekunder

dzlam kotag

5 T. Bzgizn Wilayah kota yvang selanjubnyes disebut BWK, adalah satu
& u

nian  wilayah  kobts yang merupsakan satu kesatuan  wilayah,

erbentuk  secara  fungsional dan administratiy dalam  rangka
pencapalan dava guna pelavanan fasilibves umum kotag

g. Rencana struktur tingkat pelayanan kota, adalah  avahan &3tz

Jernijang fungsEl-Tungsi w&lﬁyaman di dalam kota, vang merupakan

rumusan kebiljazksanazan tenlang pusat-pusat pelavanan kagiatan

kota berdasarkan jenlis, intenstitikasil, kapasitas dan  lokasi

pelayanang

Rencana sistem transportasi, adalzabh arabhan Qaris besar tentang
pola jaringan  pergeralkan arteri, kolektor  dan lokal baik
fung=1 primer maupun sekunder dalam kotas

Rencana zistem Jaringsn utilitas, adalah arahan pola darihgan

fungsi primer dan sekunder dalam kotag . E

1« Rencana pengembangan pemanfastan  air bakuv':ééélah; e
Pengolahan pemanfaatan  air permuikaan '

e ’ dan =2ir  tanah, untuk
“ERentingan pelayanan kortag

Dipindai dengan CamScanner



g k. Rencana

=
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indikasi unit pelayanan kota adalah arahan pembagian

unit-unit pelayanan kota untuk skala regional, skala kota,

skala BWK dan skala lingkungansg

Kepadatan bangunan, adalah merupakan rumusan kebijaksanaan

perbandingan luas lahah‘yang dimanfastkan bagi bangunan dengan

luas wilayah perencanaan.

BAB I1I
PENYUSUNAN RENCANA KOTA ROWOKANGKUNG
Pasal 2
Dasar Pesrencanaan Kota

Dalam rangka menunjang kebijaksanaan Pembangunan Nagional,

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang berdasar—
kan rencana pengembangan kota yang ditetaplkan dalam Peraturan
Daerahs

Rencana kota merupakan pedoman dasar serta garis kebijaksa-
naan utama yang bersitat teknis operasional dalam pelaksanaan
pembangunan di daerah.

Pasal 3
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Kobva dimaksudban untuk menyedizakan rencana
pengembangan kota yang mantap, bersifat operasional dan
mengikat bagi Pemerintah maupun masyarakat dalam rangka

pelakszanzan pembangunan di Daerah;

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan parkotaan,
sehingga tercipta suasana kota yang aman, tertib, bersih,
sehat, rapi dan indah; melalui pemanfaatan ruang kota yang
serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
daya dukung kota, serta sejalan dengan kebijaksanaan Pemban-

gunzan Nasional dan Pembangunan Daerah;

~

Sasaran perencanaan kota adalah :

2. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah j

b. Memantapkan keterpaduan perencanaan dari atas dan dari ba-—
wah, dari segi penganggaran dan penetapan lokasinyaj

€. Meningkatkan kemampuan pelayanan Pemerintah Daerah terha-
dap masyarakat dalam rangka mewujudkan kota yang mandirig

f. Meningkatkan mutu dan keseimbangan lingkungan sosial
dengan lingkungan fisiky

9. Mengendalikan pertumbuhan kota sesuai dengan  tata ruang

Yang telah ditetapkan, baik melalui Pengawasan, pefijinan

Maupun tindakan penertiban. e

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 4

Wilayah Perencanaan

meluas

Wilayash perencanaan kota Rowokanghkung diproyaksikan
pemesr intahan

£3.97 ha, meliput: sebagian wilayah administrasi

-

1
iw

fe=za Rowokangkung dan Desa Sidorelo.

pAb il
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA [BUKDTA KECAMATAN ROWOKANGEUNG
Pasal O
Fungsi kota Rowokanghung
fungsl utama kKota Rawolkanglkung adalab @
2. Puzat pemerintahan tinakat Fecamatan Rowokangkunds
. Pusat orientas: keglatan wilavah kecamatang
c. Pusit distribusi perdagangan dan Jsasia wilayah belakangnya.
Fasal &

Strategli Pengembangan Kota

Sirategi pengembanazn Kota Howokangkung ditetapkan spbagal
Derikuat:

px

; frshzn Perkembangan Penduduk 3

)

Fertumbubhan penduduk kota diarzhkan sshesar G,7494 % per Tahun
anar jumlzah penduduk pada tahun 2003/2004 tidak lesbih dari
12.267 jiuwag
;‘Arahan perkembangan sektor—sektor keglatan kota:
Cektor-sektor yang dikembanghkan meliputi perdagangan, pendid-
ikan, pemerintahan dan penyediaan sarana dan prasacanas

Ty fregnen perkeabangan pemantaatan ruang kota

Ruang Fotz dizslokasikan untuk pengembangan kegiatan pemuki—

men, fasilitas pemerintahan, perdagangan, ruann rerbuka

ijzw, fasilitas soslal dan kazwasan  lain vang menunidann

perbembangan kotay
(4 sfaraghan pengembangan sigbtem transportasi i

Pengembangan Jaringan lalan diavahba untuk MENUN I ANG pengemn—

pangen Tfisik Fkota dengan memperhatikan  dimensil  fisik o
’ ALK an
pergyaratan teknisnya.

(9 Arahan struktur pelayznan keglatan kota g

Pengembangen pusati-pusst pelaysnan kegiatan kots SRR
vahkan

untuk melayant Tingkd4t recamatan, tingkat kotg tingkat BW
- 4 { R o

gampal ke btingksat lingbungang
Pasal 7
Kebijaksanaan Flnqsmbangan kata

Kebijaksanaan perwilayashan i

-

{1

oty Rowokangkung dlt&ﬁ!pkan

it s mengadi bnglan wilayah pengem-—

b SW }
Su PoIY beruuﬁat di Kota 1Qﬁ0w11&ngu, dikembangkan

Dipindai dengan CamScanner



) kebijakszanaan kependudukan @

|

<) kebijaksanzan sistem pusat pelayanan

untuk kegiatan pertanian, perdagangan, Painubungan,

pendidikan, kesenhatan, dan lingkungsan Ridup .

Peninghatan kesejahteraan penduduk diupavalen melalul pening-
Lata

v S

n kualitas manusia dan penvediaan fasilitasz ekonomi.

-
*

Sistem pelayanan keglatan kota diarahkan dengan membagi
wilayah bots wmenjadi 2 BWE vang maging-masing terbzgi dalam

unit lingkungan,
{47 Kebisksanzan pengembangan fasilitas dan uvti1ittas 3
&. Fasilivas yang dikembanghkan meliput)y ¢ perumahan. peirdas
Qangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatang
b, Utilitss yang dikembangkan adalah lisbrik, air besrsibi, dzn

¥ .

zi1atem pembuzngians

ebijabssnaan

tats bangunan :
Untuk mengembangkan keserasian antar bangunan, akzn difetap-

an  pengaturan kKoevizien Dasar  Banguinan bB:. oeTiE1e
Lantzail Bangunan (KLB), dangkza Ruang Tervbuka, intensitas FPeng—
gunaan Lahan (IFPL: d3n ketingglran bangunan.

Pasal B8

Rencana Pengembangah Kependudukén
(1; Perkiraan Jumlszh penduduk kota sebagzimanza disebub
pzsal ¢ ayval 1 didistribusikan pada BWe & dan Bl B masing—
asing sejumiah B.2B6 jiwea dan S.981 jiwa.
{2 Bepadatan penduduk diarahican pada kepacatan rendah sampail
edang, yakni 12 jiwa/ha pada BWk A dan € jiwa/ha pada oWk B.
Faszl @

Rencana Pemanfaatan Ruang kKota

trwang  Fotes HRowokangkuno hingogs  akhite tahun peresncanaan
dizlobasikan untuk kegiatan perumzhan seluas H&6.67 33 fasilitas
perdaegangan selugs 1,09 hay pendidikan se luas 480 has peribada-
£ seluzs 0,85 hay kesmehatan seiuas 0,98 hay fasilitas wmum
eostel seluae O hay tawman rekvezasi dan

vlah raga seluas 2,75
hag Taztilites perkantorean seluas 5,590 nag fuang terbuks hijau dan
kawasan lLonservas! seluas  S2,00 ha, makam

seluas. ¢,24 hay
JAringzn jalan =eluas 1i&,3 ha dan Lahan cadanganssawan

=& iluas
937,57 h&.

Pasal 1G
Rencana Struktur Tingkat Pﬂllylngn‘ﬂota

keglatan kots dibagi dalam fungsi
Pelayanan kecamatlsan dan

(17 Struktur Primer berskalz

tungst selunderyr ya“9 b9f5k§Ig}pé1ayaw
nan lokal dan kota. s G

DkﬁndaidenéantamScanner



Pengembanga :
3 gan pusat kota dlarahkan untuk fungsi primer dengan

intenwitas keaiat i
‘eglatan Bedanghan kegiatan fungsi

ingoi,
dimlmkamlgan Pada puaat
“kegimtmn sedang.

 deP saloyn-

pelayanan Bl dengan  intensitas

Pasal 11

Rencana Pengembangun Sistem Transportasi

Jaringan jalan Yang dikembangloan meliputi @

. a. Jalan lokal primep menghubungkan Kota Rowokangkung dengan

s . ! 'Y
Kota Yosowilangun dan Kota Lumajants

b. Jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan

Lingkungany
Pengembangan
(1),

Jaringan jalan sebagaimana tersebut dalam ayat

direncanakan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuzi

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12
Rencana Sistem Fasilitas dan Jaringan Utilitas

} Fenvediaan fasilitas didasarkan pada skala pelayanarinya

meliputi fasilitas layanan sosial, fasilitas layanan ekonomi,
tasilitas layanan pemerintahan, fasilitas layanan

. ruang terbuka.

umum dan

Pengembangan jaringan utilitas kota meliputi :
2. Pemenuhan kebutuhan listrik berkapasitas pasang 4.8&64 KVajg
b. Pembangunan maluran drainase dan pembuangan air limbahj
c. Pengelolaan timbulan sampah diperkirakan mencapai 47.840

m%/hari pada tahun 2003/2004;
d. Pengadaan jaringan telepon pada pusat-pusat kegiatang
@. Pemenuhan kebutuhan air diproyeksikan 1.491,092 liter/hari

melalui PDANM.

Pasal 13
Rencana Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Air permukzan dapat digunakan untuk semua keperluan.
Sumber-sumber @iy akan dilestarikan dan dibatasi

penggunaan—
nya serta tidak boleh digunakan untuk tempat pambuangan.

) Pemanfaatan air 4Lanah hanya diperkenankan untuk pemenuhan
kebutubhan 2ir bergih secara terkendali.
Pasal 14
Indikausi Unit Pelayanan Kota
Pade pusat kote dikembanglan kegiatan perdagangan, perkanto-

ran, pendidikan dan perumzhan.
Pada wilayah transisi dikembangkan kegiatan perdagangan
sekunder, fasilitas umum/sosial, perumahan dan ﬂarkﬁntorin'

Dipindai dengan CamScanner



Pasal i5
Rencanza Tata Bangunan
Pengaturan pepadatan  bangunan sebagzimanz disgbut dalam
sal 7 avat (D) didasarkan kondisi bangunan eksisting dan  dite-
Lankazn pada pengaturan kepadaban bangunen ketingian bangunan

lsesual dengan kondisl lzhan kota.

BAB IV
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKGTA FECAMATAN ROWOHEANGHUNG
Pasal 16
4 Kebi jaksanaan Dasar Bagian Wilayah Kota
{1} Fungsi masing-masing EBWE ditetapkan sehsgai berikul ¢
2. BWE @ difunogsikan ssbagai pusat  hkoba, diarvehkan untuk
kawasan perumahan, perkantoran, periokoan rekreasl dan
olahraasay
b. BWE B difungsikan sebapgal kawasan pusat kota dengan kegla-
tan perdagangan, pusat koleksi dan distribusi barang, sub

terminal, pendidikan, kesehaktan dan perumaiiezng
3 v

bk

Struktur raang masing-masing Bk dikembangkan sebagsal berikut:

2. BWK A pada bagian Utars, pusat BWK mekaligus merupakan

pusat linglkungan yang intensitas kegiatan pusat kobay

b. BWE B pada bagian Seiatan, puaszt BWE sekaligus berfungs:

zebagai pusat kota dan pusat wilayvah dengan intensitas

kegiaztan btinggi.

.
12
~—t

Pada masing-masing BWK dikembanghkan fasilitas dan wbtilitas

sesuzi dengan tinghkat kebubtuhannyas

Pagal 17
pDistribusi dan Kepadatan Penduduk BuWK

Distribusi dan kepadaban penduduk maging-masing Bk

diren-
canakan sebagai berikut
23555:EE:&&EE:':ﬂﬂﬂmﬂﬂﬂ;ga-'«"n-“.;f:L’:l:l—'-'.'.:::f EmmUD@mEUaImRIIIOISOTOoD e T O oS e
Unit Luas Jumlah Pan- Kepadatan
Lingkungan (ha) cduduk Ciiwad (jiwasha)
Al 240,08 : 4,781 14
A2 50,44 7L BOY 10
Bl 17,64 2,343 7
B2 155,57 1.638 a
=

i
i

AR 1 S A0 R N N R KOG AT W IM R R AT W AR S S M sn
RS e

DEmEmEmooERTS

DuﬂndaideﬁgénCahScéhner



1 Pazal 1B
% Rencana Penggunaan Lahan BWK
] ﬂ;z*zﬂrzm==xm:mﬂammmmmm:mrmmmu:&mxmmwnwuﬂmxrx:zzwm=ﬁ::““:=m:$=x”=
Ej i jenis Penggunaan Unit  Lingkungan (thai
1 a1 - B! B2
E?e"um*ha“ LA L6, 48 2,92 g,98
| Percagangan 2y 43 042 2yl a1
Fasilitas sosial wmum 0412 0,1% 0,05 e
Fantor pemerintahan SO0 - 14 -
Rekreasi % Olahrags 1,63 0,48 0,55 G ,30
Hawasan konsearvasi 4,45 1,13 2,52 1,721
Makzm Luburan s Oy 24 = -
Jaringan jalansubtilitas 34,01 E, 04 31,74 15,54
Lehan cadanuanssawah LD g 3% 25 . 34 2éE0 61 124,04
s s R R R R AN RSN NS R AR A N AR SRR Ry A e
Paszl 19 =

e

Rencana Sistesm Transpartasi BRK
FPengembangan transportasi dizrahkan seswai dengsn kebutuhan
maéingmmaging BWk, meliputi jalan lokal/arteri sshkunder dan jalan
lingkungan. :
, Pasal 20
Rencana Distribusi Fasilitas dan Utilitas BWK
(1) Distribus=i fasilitas tiap BWK didasarkan pada tats jenjang
unit linghungan peramahan dan tingkat pelayanannva, meliputi
‘zs1litas  perumshan, perdagangan, pendidikan, kesehatan,
peribadatan, pelayanan uoum, rekreasi, olah raga  dan Tuang
terbukz.
(2 Jaringan wtilitas yang dikembangkan pada tiap BuWK meliputi
reringan  &ir bersih, dreinase, persaspahan, listerik dan
telepon, sebagaimana penetapan dalam RUTRRE.,
Pasal 2%
Rencana Intensitas Kepadatan Bangunan

===ﬂ:,zzwn;uzxumu“nannwmnammssau:mumémamnammnmmasimnma:*z-uacaau
=z =

Unit lingkungan KDB FLE (%) ART (%) Jumlah Lantai
A-1 A8 - T 8O ~ 130, %04 w 20 + '—-2“—_-—-
e 45 - TO O BO - 140 S0 - 30 . I i
e 40, — TG 0 e 3R CRG ~ e =

B-2 40 - 70 90 - 130 B0 - Z0O

==u::uan===a===m=x=n=m=uz==uwmanmumwuﬁu:émﬁﬁ:znamx=~mﬂw X
- - 2w

Dipindai dengan CamScanner
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BAB V
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA
Pasal 22
Perencanaan dan Pelaksanaan Praogram Peabangunan

Perencanaan dan pelaksanaan program-program serta proyek-

proyek yang diselenggurakan oleh Instansi Temerintab, swazts
meaupun masyarakat harus didasarkan pada pokok-pokok  kebijaksanan
dimaksudkan dalam bab 11! dan bab IV Peraturac bacerah ini.
Pasal 23
Tahapan dan Prioritas Pembangunan
Felaksanaan program pembangunan dibagi dalam 2 tahapan
;pembangunan sesual  dengan Repelite, didasarkan pada prioritaz
ﬁlckaﬁx dan prioritas zmektoral, meliputi  hkegiatan rehabilitas:,
€DEP\‘*D“H lahan, pelabesanzan fieilk, maonitocring odan evalussi,
pensabaran rencana dan peningkatan kemampuan administrasi.
Pasal 24
Arahan Pananganan Lingkungan
Fengendalian pembangunen fieik dilakukan melalul  wiewenang
erilinan yang ada pada Instanzi Pamerintah Deeran sesuai dengan
geraturan perundang-undangan yang bevlabua,
Pasal 25

Rencana dan Album Peta

muly Rencana dan Album Pebta dengan skala 1 @ 10,000 gntuk
BUTHM  dan 1L @ 5.000 untuk RDIRK, merupzakan lampiran  yang tak
terprezhikan dari Peraturan Dasrah iny.

Pasal 2&
Keterbukaan Rencana Kota
Fencans Motz 1ni bersifat terbulka untul umam dan masyarakat
Derhak wuntuk mendapatikan informasi yang berhubungan dengan pelak—
sanzennysa secars vepat dan modah,
Pasal 27
Pengendalian dan Pengawasan
(1) Fegiatan pengendalian dan pengawasan Rencana Kota yang dilak-
sanglan dalam ranghbe menjamin Lercapsainya Luiusn dan SESAran
rencana vata ruwang, dilakukan aleh kEepala Daerahng
(2) teterpaduan dalam pglsksanaan Rencena Kota, dikoordinasikan
Oleh Kepala Daerahy
(i) Pelaksanaan tindzkan penertiban dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, berdasarban atas Hepcansa Kotag ki
(4) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan wang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini man jadi kewenangan
dari Kepala Wilayah / Camat yang bevkewaJ;ban melaparkan

kepada kLepala Daerah.

Di'bindai dengan CafnScanner
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BAB VI
PERUBAHAN RENCANA KOTA
Pasal 208

 Rencana Kota yang telah ditetapkan dapat diadalan perubahan

dan penyempurnaan yang diseauaikan dengan keadaang
ﬁfPerubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
ditetapkan dengan Feraturan Dagrahy

nindauan kembali Rencana Kota dilak-
pelaksanaan

Kegiatan evaluasi atau pe
sanakan secara berkala pada metiap masa akhir

Repelitazs

Apabila dari hasil peninjauan tambali sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) pasal ini telah menunjulkkan adanya suatu peru-

bahan dan penyimpangan yang mendasar, maka Pemerinktah Daerah

wajib mengadakan revisi Rencana Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Hal—-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut
dengan Heputusan Kepala Daerah .
(2) Terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan

Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun-—
dangan Peraturan prerah ini dengan penempatannya dalam suatu

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lumajang.

LUMATANG, 2% JUNI 199%
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I1I
KN DAERAH TINGKAT 11 LUMAJTANGBG

N HARIADI

Dipindai dengan CamScanner o



PENMJELASAN
TURQN DAERGH MABUFA TEM DAERAH TINBEAT 11 LUMATANG
ERA -
¥ NOMOR /£ TadUN 1950

TEMTANG
UMUM TATA RUANG KDTA DENBGAN KEDALAMAM
OTa IBUKOTE KECAMATAN ROWOEANGEUNG

RENCAN#H

.ENCANﬂ DETALIL TATA RUANG K
TOHUN 199471995 -~ 2003/2004

FENJELASAN UMUM

1. Pambangunan Qasrah sebagai bagian integral dari FPemba-

b

ngunan Rasional dilakzanakan dalam rangia asncapal tuijuan

yeang mersts makerial dan spiritusl, berdasaviian Fancasila
dzn Unoang Hﬂf¢ﬁg Gamar 1945, dalam suasanz pertkshidupan

YEMG RNREN, tertily,  @ejabhfers dan dinsmors, o seluruh

2. Lzju pambangunan di seonsia bidang  membaws  dampak  pada
kondisi,. oiri SR zitat penahidupan parikobtaan, seshingos

partumbuhan dan parhﬁmbaﬂgaﬁﬁyﬁ meEmerlukan peEngarahan
perencznzan dan penperdalian vang m&ntspg VEEURL  dBN0an

kebijakaznaan  Pemerinbabh wunbub meamiﬁanaian paabangunan

kote secsrs terpadu, pemantaatan ruang kots secars OptL-

mzl, leztaci, seimbang dan serasi.

—. Fota Rowokarolung wyang  diavahkan Revkenbangannya  sgmap

berfungsi sebagal pusat becamabtan dan sub Pusat Sub SWP gy

Youow: Langun  dan selrtavrnya,  telah bﬂrk@mbaﬁg sebagai
. e, ‘.L-

pusat pemukiman dan puzat kegratan pendudaulk

YERONG memper | g

hatkan watak dan ciri kehidupan kota. Untuk ity penataan

AL PENYUSBUNan Rencana
Fota Rowokanglung, menimd1 ﬁ&dmm&n dart landas
menaikzlh Pamerintah berﬂama

ruangnya parlu segera cliarzhkan me Lzl

HaEn hukum,yang

mamymrakak da1am' pel&k%am&an
Pembarigunan ., | :

alyd

Dipindai dengan CamScanner

pembanounan. yakni smewujudban masvyvarakat adil dan  wmakear,.
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PENJELASAGN PASAL DEMI FﬂEﬁL :

Cukup 12las .

1

i

i

i
e
L]

re btermust da—

ae

Fassl 2 5/d pasal &6 Fenjgelasannya semuan
lam Lampiran Peraturan Daerah ini.

.....

culup Jelas.

1
i
'J"
i
Pt
b
S
o
o
o
s
ju
i
i
P
(.J
&
=T

LUMATANG, 29 JUNI 1995

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINBKAT I1
NODARERAH TINGHEAT 11 LUMATANSE
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